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ABSTRAK

Berbagai jenis  konflik masih potensial muncul dalam masyarakat multikultural di Bali.. Ada dua metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengupayakan tumbuhnya toleransi dalam masyarakat multikultural. Pertama, Metode Interpersonal, yakni dengan mengajak segenap komponen masyarakat Bali untuk bekerjasama, bahu-membahu agar potensi konflik yang laten tidak manifes. Kedua, Metode Personal, yakni: peningkatan toleransi yang dimulai dari diri sendiri melalui usaha menciptakan kepribadian yang satwika atau seimbang serta mengembangkan kesadaran diri. Dengan kedua metode pendekatan itu diharapkan mampu mengembalikan pondasi kehidupan masyarakat Bali yang berlandaskan kebudayaan serta dijiwai filsafat hidup tat twam asi. 
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A. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Gejala penurunan tingkat kemanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia terlihat semakin nyata dan transparan
.  Munculnya berbagai tindak kekerasan,  kerusuhan dan teror yang terjadi di berbagai tempat merupakan sebagian indikasi dan parameter yang memperkuat gejala itu. Dalam keadaan bersamaan, semakin mudah ditemukan munculnya berbagai jenis konflik yang berbasis primordialisme. Konflik jenis ini menempatkan akar persoalan lebih banyak pada perbedaan etnis, ideologi politik dan dogmatisme agama. Berbagai lembaga  kenegaraan dan pranata sosial
 yang ada seakan mengalami keruntuhan wibawa
, legitimasi
 dan tidak berfungsi secara normal sehingga tidak dapat memediasi konflik yang terjadi. 

Peristiwa kekerasan dan kerusuhan di berbagai daerah Nusantara yang mengiringi tuntutan penegakkan reformasi dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara juga sempat terjadi di Bali. Walau tidak sampai menimbulkan konflik horisontal berarti, tapi adanya bentuk perlawanan sekelompok pemuda dengan mencetuskan  opsi ‘Bali Merdeka’ enam tahun silam,  bisa dilihat sebagai ekspresi kekecewaan sebagian masyarakat (perkotaan) Bali. Hal ini terjadi juga karena terangkatnya isu primordialisme serta tidak sesuainya aspirasi masyarakat Bali di tingkat grassroots dengan keputusan elit (politik) di Jakarta pada waktu itu. 

Begitu pula setelah memasuki masa reformasi, Bali justru mencatat terjadinya konflik massal dalam bentuk kerusuhan 21 Oktober 1999
 yang dipicu oleh kegagalan Megawati Soekarnoputri  menjadi Presiden menggantikan BJ Habbie. Fenomena tersebut sekaligus menyiratkan bahwa orang Bali mulai terusik dan merasa tidak at home lagi sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan semboyan Bhineka Tunggal Ika, kesatuan dalam perbedaan. Orang Bali merasa asing dan diasingkan di/ dari tempat kelahirannya sendiri yang dalam terminologi Bergerian disebut sebagai gejala ‘ketidakberumahan’.

Kondisi ‘ketidakberumahan’ tersebut kemudian diperparah lagi oleh tragedi pengeboman di Kuta 12 Oktober 2002, yang membawa perubahan fundamental dalam tata kehidupan masyarakat Bali. Tidak saja perubahan secara ekonomi, yang menurunkan secara drastis jumlah kunjungan wisatawan asing serta menimbulkan efek domino bagi penurunan pendapatan masyarakat, pemutusan hubungan kerja dan seterusnya, tetapi juga telah menggeser sendi-sendi toleransi kehidupan  bermasyarakat. 

Untuk mengembalikan keamananan Bali pasca tragedi tersebut, salah satu upaya yang dilakukan saat itu  adalah menertibkan administrasi kependudukan melalui “razia” Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya bagi penduduk pendatang. Tindakan ini lebih banyak dilakukan  pada malam hari dengan melibatkan alat keamanan desa adat, yakni pecalang
. Kebijakan ini dalam prakteknya tidak sedikit menimbulkan kecemasan serta keresahan pada level ‘grassroot’
 dan sering menimbulkan rasa curiga berlebihan dan antipati pada etnis, suku atau agama tertentu. Dengan demikian, sistem pemilahan sosial (social cleavages) masyarakat berdasarkan etnis, ras maupun agama akan menjadi semakin tajam, sebaliknya perekat kultural berupa nilai-nilai bersama yang telah dipelihara sebelumnya menjadi semakin memudar. 

1.2.  Rumusan Masalah

Berbagai fenomena yang merebak tersebut memunculkan pertanyaan: Apa hubungan nasionalisme dengan etno-nasionalisme ? Mengapa konflik yang mengusung isu-isu primordialisme selalu terjadi ? Bagaimana memahami berbagai parameter yang sesungguhnya merupaka manifestasi empirik  diferensiasi sosial dalam sebuah masyarakat multikultural
? Apa upaya yang mesti dilakukan agar demokrasi tetap berada dalam bingkai nasionalisme dan multikulturalisme sehingga tidak muncul konflik yang bersifat horisontal  ? 

Pembahasan ini tidak berpretensi untuk bisa menjawab semuanya secara lugas, tetapi akan mencoba menelusurinya lewat pemahaman tentang nasionalisme, etno-nasionalisme dan diferensiasi sosial. Untuk itu ditawarkan pendekatan multikulturalisme, demokrasi konsosiasional dan penguatan toleransi seiring dengan peningkatan primordialisme yang membangkitkan isu “etno-nasionalisme” dalam masyarakat multikultural, agar mozaik keberagaman nation state kita tetap indah dalam bingkai nasionalisme Indonesia. 

B. PEMBAHASAN

2.1. Etno-nasionalisme dan Diferensiasi Sosial 

Konsep nasionalisme tidaklah kaku dan sempit, artinya hanya ada bila suatu negara mengalami kolonisasi fisik dari negara asing. Nasionalisme selalu hadir sepanjang sejarah kebangsaan dengan corak dan dimensi berbeda. Ia bukanlah sebuah produk akhir, tetapi sebuah proses. Secara sosiologis, nasionalisme adalah situationsgebunden, terikat dalam situasi, berkembang dengan berkembangnya keadaan, sehingga nasionalisme akan muncul dalam perwujudan yang berbeda dan mungkin dalam nama yang berbeda.

Pengertian nasionalisme adalah suatu bentuk munculnya sentimen dan gerakan
, komunitas imajiner_masyarakat khayalan (imagined communities),
 suatu “state of mind and an act of consciousness”, sehingga sejarah pergerakan nasional harus dianggap sebagai suatu “history of idea” 
, “social soul” (K. Lamprecht, 1920), “mental masyarakat” (F.Meinecke, 1901), “sejumlah perasaan dan ide-ide yang kabur” (F.Hertz, 1951), dan sebagai “a sense of belonging” 
. Masih ada beberapa pengertian  yang lain, yaitu sebagai produk atau antitesis dari kolonialisme. 

Etno-nasionalisme merupakan paham kebangsaan dengan sentimen etnis (agama, suku, dan ras) sebagai basisnya.
 Apa yang tadinya bernama etnisitas atau pun semangat etnosentrisme ingin diwujudkan ke dalam suatu entitas politik yang bernama negara bangsa. Etno-nasionalisme seringkali diberikan pula kepada “gerakan nasionalis”. Dari sudut pandang etnis
 di suatu negara, konsensus gerakan etno-nasionalisme ini secara fundamental terletak pada masalah politik dan emosional daripada ekonomi serta dipandang pula gerakan yang melibatkan massa.

Dalam konteks kebangsaan yang lebih besar (negara bangsa), gejala etno-nasionalisme ini dapat pula dipandang sebagai pendefinisian rasa kebangsaan kepada ikatan-ikatan yang lebih primordialistik (etnik). Atau dapat juga dipandang sebagai hilangnya loyalitas suatu kelompok etnis kepada suatu kesepakatan terhadap ikatan yang lebih besar (negara bangsa). Karenanya, secara psikologis, gejala disintegrasi bangsa__dengan basis pengertian etno-nasionalisme__dapat pula dipandang sebagai fenomena “keluar-masuk” kelompok (group formation-dissolution)

Dalam bukunya, Theory of Nationalism, Anthony D Smith mengemukakan gagasan yang menjadi landasan filosofis etno-nasionalisme, sebagai berikut:

"...bagi mereka, kekuasaan dan nilai melekat secara otomatis dalam kelompok budayanya. Keduanya adalah dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Kelompoknya adalah sumber kebijaksanaan, keindahan, kesucian, kebudayaan, sehingga kekuasaan menjadi milik kelompok. Betapapun terjadi distribusi kekuasaan dalam kurun waktu tertentu, kekuatannya yang nyata tetap berasal dari langit, bukan karena keajaiban bumi, dan dimiliki oleh mereka yang memiliki hubungan khusus dengan para dewa..."
. Gagasan awalnya bersifat tradisional, lalu dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk relasi kekuasaan yang eksklusif.

Dengan demikian, substansi masalah yang terkandung dalam upaya menangkal serta menanggulangi masalah etno-nasionalisme ini adalah bagaimana mengatur tatanan kenegaraan bangsa di atas komunitas tradisional yang sudah ada sehingga tida ada keinginan untuk keluar dari kelompok yang lebih luas (negara bangsa). Di samping itu, penelusuran akar psikologis terhadap fenomena etno-nasionalisme ini mutlak dilakukan. Jika ditelusuri, hasrat untuk hidup secara lebih bermartabat merupakan hakekat kekuatan pergerakan untuk memperoleh kemerdekaan dalam menentang berbagai bentuk pemerintahan yang represif, yang seringkali tercantum dalam pernyataan kemerdekaan suatu bangsa. Semangat seperti itulah yang kemudian menjadi tolok ukur dari kinerja negara bangsa yang sejatinya sangat sulit karena sering harus berhadapan dengan kondisi struktur masyarakatnya yang terdiferensiasi secara tajam.

Struktur sosial masyarakat biasanya ditentukan oleh parameter yang membentuknya, yakni kriteria implisit yang membedakan para anggota masyarakat didalam hubungannya satu sama lain. Dengan perkataan lain, parameter struktur sosial adalah atribut yang dimiliki oleh para anggota masyarakat, yang membedakan posisi sosial dan dengan demikian mempengaruhi hubungan peran mereka satu sama lain. 

Ada dua jenis parameter struktur sosial menurut Peter M. Blau
. Pertama, parameter nominal, yakni pembagian warga masyarakat kedalam kelompok-kelompok dengan batas-batas yang bersifat diskrit tanpa memiliki konotasi perbedaan kelas (suku bangsa, agama, ras dan sejenisnya). Kedua, parameter kelas, yakni pendistribusian para anggota masyarakat kedalam tertib status berjenjang (pendapatan, kekayaan, kekuasaan dan semacamnya) yang secara teoritik tidak membedakan status yang satu dari yang lain secara diskrit melainkan secara kontinus.

Dua bentuk diferensiasi sosial dapat dibedakan sebagai konsekuensi bekerjanya kedua jenis parameter tersebut, yaitu: 1) heterogenitas (heterogenity) yang merupakan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang pertama; dan 2) kesenjangan sosial (inequality),yang merupakan diferensiasi berdasarkan parameter kedua. Kedua bentuk diferensiasi itu, baik oleh kekuatan masing-masing maupun oleh dampak hubungan mereka satu sama lain, pada gilirannya memiliki konsekuensi sangat penting terhadap proses integrasi suatu masyarakat, dan pada tingkat lain terhadap pertumbuhan suatu sistem demokrasi. Tesis yang sering dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat heterogenitas atau kesenjangan sosial masyarakat semakin menghambat terjadinya hubungan sosial dan proses integrasi sosial. 


Hubungan antara berbagai parameter struktur sosial dapat mengambil bentuk “interseksi”, atau sebaliknya “konsolidasi”
. Yang pertama terjadi apabila diferensiasi  sosial  berdasarkan suatu parameter jatuh bersilangan (crosscutted) dengan  diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain, sedemikian rupa sehingga “perbedaan” keanggotaan   banyak  orang  didalam  berbagai   kelompok   atau  status berdasarkan suatu 

parameter menempatkan mereka didalam “kesamaan” keanggotaan mereka didalam kelompok atau status berdasarkan parameter yang lain. Dengan perkataan lain, interseksi terjadi apabila berbagai parameter struktur sosial secara sistematis tidak saling berkorelasi satu sama lain. 

Konsolidasi parameter struktur sosial, sebaliknya, terjadi apabila diferensiasi sosial berdasarkan suatu parameter tertentu jatuh berhimpitan atau bertumpang tindih (consolidated) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain, sedemikian rupa sehingga perbedaan keanggotaan banyak orang didalam berbagai kelompok atau status tertentu secara sistematis “diperkuat” oleh perbedaan keanggotaan kelompok atau status berdasarkan parameter lain. 

Di dalam tesis Gabriel A. almond
, sebagaimana dipergunakan didalam skema taksonominya, yang pertama menciptakan struktur sosial dengan diferensiasi yang tinggi dan dengan kebudayaan yang bersifat “sekuler” serta ‘homogeneus”, sementara situasi yang kedua membentuk struktur masyarakat dengan diferensiasi yang rendah dan kebudayaan yang bersifar “multikultural”.

Dengan mengikuti teori integrasi sosial Furnivall
 sejumlah properti hubungan-hubungan sosial yang biasa kita temukan sebagai konsekuensi dari struktur masyarakat yang multikultural adalah: 1) kecenderungan berkembangnya perilaku konflik di dalam hubungan-hubungan antar berbagai komunitas atau kelompok; 2) berkembangnya kecenderungan para pelaku konflik melihat konflik bukan sebagai suatu game melainkan sebagai suatu total war; dan 3) berkembangnya proses integrasi sosial berdasarkan dominasi oleh suatu komunitas atau kelompok di atas komunitas atau kelompok lain.

Dikatakan oleh Afan Gaffar
, bahwa dalam sistem sosial yang tingkat pemilahannya tidak lagi bersifat membaur (crosscutting) akan tetapi bahkan bersifat kumulatif, maka toleransi dan demokrasi akan sulit untuk dipelihara, sebab biasanya konflik yang ditimbulkannya tidak lagi bersifat memusat (centripetal) akan tetapi bersifat memencar (centrifugal). Dalam situasi konflik yang sifatnya memencar, maka konflik akan menjadi sangat sulit diselesaikan.

Kondisi ini sering menyebabkan terjadinya konflik etnis khususnya di negara-negara berkembang, yang menurut Horowitz
 berkaitan erat dengan berlangsungnya proses modernisasi. Konflik antar-etnis menurutnya terjadi karena adanya ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh berbagai etnis dengan dilakukannya modernisasi. Ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan kesempatan pendidikan dalam sektor modern adalah sebab utama mengapa konflik antar-etnis seringkali terjadi.

2.2.  Masyarakat Multikultural 


Multikulturalisme dalam pengertiannya yang paling ideal menyiratkan kehendak untuk membawa semua ekspresi kebudayaan ke dalam struktur yang seimbang dimana praktek penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah ‘eksklusivitas’ yang dapat memicu konflik etnis, rasial maupun religius.
 Filsafat kontemporer multikulturalisme sebagaimana dijabarkan oleh Fay
, tidak sekadar mengajarkan,  “mengenal, menghargai dan menyambut perbedaan”, yang dianggap slogan yang terlalu statis, tetapi menjadikan “terlibat, mempertanyakan dan mempelajari” agar lebih mampu menangkap sifat dinamis dan sinergis interaksi multikultural yang murni.

 Apa yang seringkali menjadi basis epistemologis konsep multikulralisme ini pada prakteknya memiliki dua bentuk yang berbeda. Kedua bentuk praktek multikulturalisme tersebut didapati dalam wujud suatu kebijakan politik dan sekaligus merupakan praktek sosial dari realitas kebudayaan sehari-hari sebuah masyarakat yang majemuk.

Multikularisme yang seringkali diidealkan dalam kebijakan politik seringkali justru berlawanan dalam dengan realitas sosial yang dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, memperbincangkan multikulturalisme sebagai realitas sosial masih menjadi perdebatan yang menarik. Ini tidak lain berkenaan dengan bagaimana suatu proses menyalurkan aspirasi masyarakat yang majemuk berkenaan bukan hanya dengan konstruksi identitas nasional melainkan juga berkenaan dengan distribusi kekuasaan dan implementasinya bagi kesetaraan akses publik kelompok-kelompok yang majemuk tersebut.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural juga adalah multikulturalisme, yang tiada lain merupakan ideologi dengan pengakuan dan pengagungan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan.
 Multikulturalisme menganggap bahwa etnosentrisme, xenosentrisme maupun xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki "hak hidup" yang wajib dihormati
.

Keanekaan budaya yang masing-masing duduk sama rendah berdiri sama tinggi ini merupakan konsientisasi berikut yang disodorkan oleh multikulturalisme. Pada tingkat praktis, multikulturalisme juga menunjuk kemungkinan "penyesuaian budaya" atau "dialog budaya" dalam pengalaman individual maupun kelompok. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme memiliki dimensi politik dan kebudayaan
. Di dalamnya, penghargaan atas keberagaman budaya menjadi mainstream sosial. Dalam pengertiannya secara politis, multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang identitas kolektif (etnis, agama, ataupun ras) di dalam suatu negara bangsa.

Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa yang multi-etnis dan multikultural, sudah sejak awal mengandung masalah legitimasi kultural. Hal ini terjadi karena negara Indonesia lahir secara tiba-tiba melalui revolusi politik nasional. Akibatnya, kehadiran negara di Indonesia merupakan sebuah hasil kolektif hampir seluruh daerah dan kelompok etnis yang ada. Keadaan ini secara keseluruhan telah menciptakan status yang sama di antara daerah-daerah yang terlibat di dalam revolusi sehingga hubungan daerah-daerah tersebut pada dasarnya berbentuk kolegial daripada superior-subordinat.

Oleh karena itu, tantangan bangsa ini adalah bagaimana mentransformasikan kesadaran baru kepada identitas baru yang bernama “identitas nasional” dengan implikasi psikologis yang menyenangkan. Ketika proses pembentukan identitas, solidaritas sosial dan nasionalisme Indonesia terganggu, maka ketika itu pula semangat identitas dan loyalitas kebangsaan yang berbasiskan etnis muncul dan menuntut untuk bertransformasi menjadi suatu entitas politik pula (baca: negara baru).

Oleh karenanya, ada dua hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius, dengan adanya diferensiasi masyarakat kita yang multikultural tersebut, yaitu:
Pertama, terus menerus menumbuhkan “solidaritas emosional” dalam bingkai kebangsaan. Dengan kata lain, setiap komponen bangsa dituntut untuk memiliki kemampun “seni bercinta” yang baik, sehingga interaksi antar-etnis dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Untuk itu diperlukan pemahaman budaya tiap-tiap kelompok etnis sehingga masing-masing kelompok memiliki sensitivitas dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Pengelolaan negara juga harus diarahkan sedemikian rupa sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan perasaan termarginalisasi bagi suatu kelompok etnis.

Kedua, pembangunan bangsa harus terus dilanjutkan dengan melakukan pengelolaan kehidupan bernegara sedemikian rupa sehingga menumbuhkan “solidaritas fungsional” yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sistem pemerintahan yang sentralistis sedapat mungkin dihindarkan, karena akan merusak tumbuhnya solidaritas fungsional ini.

Diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural pada gilirannya juga sangat rentan terhadap berbagai potensi konflik. Khusus dalam masyarakat Bali, beberapa potensi konflik, bukan saja yang bersifat laten, melainkan juga yang sudah manifes secara empirik  antara lain
:

1. Konflik antar etnis khususnya etnis Bali dengan non-Bali. Potensi ini semakin membesar dengan munculnya kristalisasi etnis di antara manusia Bali yang semakin membuat tembok pembatas antara ‘kekitaan’ dengan ‘kemerekaan’ (we-ness dengan other-ness), Beberapa wacana sosial juga sudah menjadi indikator jelas mengenai hal ini. Kenyataan ini berasosiasi dengan proses indigenisasi masyarakat Bali serta meningkatnya inmigrasi dari luar pulau Bali.

2. Konflik antar-kelas, yang berlatar belakang ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi bawah yang merasa termaginalisasi sudah mulai memposisikan diri secara frontal dengan kaum kaya, khususnya pengusaha (investor). Tindakan anarkhi pun mulai menggejala. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pemogokan kaum buruh di berbagai industri pariwisata.

3. Konflik antar kelompok homo-aequalis dan homo-hierarchicus. Kelompok homo-aequalis dengan ideologi egalitarianisme ingin melihat masyarakat  Bali yang demokratis, tanpa adanya diskriminasi atas dasar kelahiran (keturunan). Di pihak lain, kelompok homo-hierarchicus dengan segala upaya mempertahankan status quo hirarki tradisionalnya. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1920-an ini secara awam dikenal sebagai konflik kasta
. 
4. Konflik antara Hindu tradisional-ritualistik dengan Hindu modern-humanistik. Meskipun tidak terlalu menonjol, sudah ada gejala-gejala pertentangan antara penganut Hindu tradisi, yang menekankan pada ritus-ritus besar dengan penekanan Bali, dengan Hindu modern yang menekankan pengamalan Hindu dengan konsep ‘back to Veda’ , yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai ‘aliran baru’. Kristalisasi indikator kontemporer masalah ini sangat jelas tampak dengan adanya dualisme Parisadha Bali yang berlangsung hingga saat ini, yakni Parisadha versi Campuhan dan Besakih.
5. Konflik antar kabupaten/kota, sempat meruncing terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 hingga Oktober 2004, yang memunculkan arogansi kabupaten/ kota secara berlebihan

Berkaitan dengan berbagai potensi dan manifestasi konflik tersebut, makin menyadarkan kita bahwa masyarakat multikultural di Bali tidak akan selamanya kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi. Apalagi dalam kondisi masyarakat Bali yang pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya relatif tinggi. 

2.3.  Demokrasi Konsosiasional dan Toleransi 


Mengingat kondisi pluralisme masyarakat kita, di mana struktur sosialnya yang sangat tidak kondusif bagi pencitaan demokrasi prosedural, maka diperlukan sistem demokrasi yang sesuai dengan kondisi tersebut.  Karakter evolusi kehidupan demokrasi dalam pluralisme sosial, yang sangat rentan terhadap konflik-konflik sosial, cenderung mengambil bentuk sebagai demokrasi konsosiasional (Arend Lijphart). 

Sistem demokrasi ini sangat cocok dipraktekkan dalam masyarakat yang tingkat pragmentasi dan polarisasi sosialnya cukup tinggi, seperti halnya masyarakat Indonesia. Pemilahan sosial dalam masyarakat seperti ini biasanya bersifat kumulatif, bukan saling berbaur (cross-cutting). Akibatnya yang sering dirasakan adalah konflik tidak lagi bersifat sentripetal (memusat) akan tetapi bersifat sentrifugal (memencar) sehingga sulit untuk diselesaikan (unmanageable). Perlu pelibatan tokoh masyarakat yang mewakili kelompok sosial untuk meredam dan membatasi konflik pada kalangan “atas”.

Persyaratan demokrasi konsosiasional yang paling penting adalah: pertama, adanya pengakuan terhadap bahaya-bahaya instabilitas yang merupakan hal yang inheren dalam masyarakat yang tingkat pragmentasi sosialnya tinggi. Kedua, memerlukan adanya komitmen untuk memelihara kelangsungan sistem yang ada, artinya pemimpin harus mempunyai keinginan untuk mengubah adanya kemungkinan akan terjadinya disintegrasi dari sistem yang ada. Ketiga, adanya kemampuan untuk mengangkat persoalan antar subkultur masing-masing pemilahan sosial pada tingkat yang lebih tinggi (elit). Keempat, adanya kemampuan untuk menempa dan mencari penyelesaian guna memenuhi tuntutan dari masing-masing subkultur dengan ditemukannya aturan main yang jelas, serta pada tingkat kelembagaan yang tepat.

Beberapa persyaratan tersebut, yang lebih merupakan kiat-kiat khusus pelaksanaan demokrasi dalam pluralisme sosial, sebetulnya telah diperkenalkan oleh para founding fathers melalui pelaksanaan demokrasi yang lebih mengutamakan asas musyawarah/ mufakat, konsensus, serta sangat mengedepankan persamaan dan kebersamaan yang tersirat dalam konsepsi  “Bhinneka Tunggal Ika” .

Implementasi demokrasi konsosiasional sesungguhnya hanya merupakan pilihan temporer, sebagai suatu bentuk mekanisme manajemen konflik yang paling tepat dalam mencegah meluasnya berbagai jenis konflik yang bersifat sentrifugal, sambil menanti tumbuhnya sistem demokrasi yang lebih berkualitas serta lebih stabil pada masa mendatang. 

Bentuk demokrasi ini bukanlah tujuan akhir, namun lebih merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai macam problema kenegaraan yang membelit bangsa kita saat ini. Walau tidak ada jaminan dengan demokrasi segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, tetapi demokrasi masih dianggap salah satu public virtue (Samuel Huntington), dan bentuk lainnya ternyata tidak lebih baik dari demokrasi, sebagaimana pengakuan Winston Churchill. Demokrasi semestinya dipilih untuk dilaksanakan secara bijaksana, karena ia ibarat pedang bermata dua yang bisa mengandung dua hal: berkah sekaligus petaka.
Di samping itu, dalam masyarakat multikultural masih dituntut adanya aktualisasi nilai-nilai bersama
 dan pengembangan sikap toleran yang mempunyai daya untuk mengatasi segenap perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya ini penting dilakukan agar suasana disharmonis yang muncul akibat konflik bisa dikembalikan lagi menjadi kondisi harmonis dan damai dalam kehidupan masyarakat multikultural di Bali.
Penerapan toleransi memang sangat penting  bagi masyarakat multikultural. Tanpa adanya toleransi, tiada ketenangan dan ketenteraman dalam hubungan dengan sesama. Meskipun sikap toleran merupakan pembawaan manusia, beberapa faktor internal didalam diri setiap orang, seperti egoisme, iri hati dan kecurigaan menekan berkembangnya sifat ini. 

Toleransi adalah aspek, nilai hidup yang dihubungkan dengan aspek “emosi” dan aspek yang sangat penting dari kepribadian manusia. Ia berbeda dengan aspek “intelek” yang berhubungan dengan dengan nilai rasionalitas. Toleransi yang dilaksanakan dengan benar, setidaknya dapat menghasilkan tiga dimensi kedamaian dilihat dari perspektif manusia biasa, yaitu
:

a. Tidak adanya perselisihan luar yang aktif

b. Tidak adanya keadaan bermusuhan atau pertikaian (dalam batin) dengan orang lain.

c. Rasa hening dan tenang dalam diri, atau ketenangan batin

Jika dilihat kehidupan bangsa-bangsa di berbagai negara di dunia saat ini, ternyata dimensi pertama sekalipun masih sulit ditemukan. Di bagian lain tidak ada perang tetapi ada suasana permusuhan dan rasa curiga-mencurigai, yang mengganggu kedamaian dan menghilangkan rasa toleransi. Akan tetapi, apa yang sangat menarik adalah, di tengah-tengah tidak adanya kedamaian itu masih ada orang-orang yang termasuk dimensi ketiga yaitu orang-orang yang memiliki ketenangan batin, yang dapat bertahan terhadap “keganasan nasib” (meminjam istilah Shakespeare) dan memiliki ketenangan dan kebahagiaan batin, yang menjadi inspirasi bagi sekian banyak pengikutnya di berbagai negara
. 

Untuk lebih merekatkan rasa toleransi dalam kehidupan masyarakat multikultural yang memiliki resistansi rendah terhadap integrasi, rentan terhadap konflik dan cenderung terdeferensiasi terdapat paling tidak dua metode pendekatan, yaitu: 

Pertama: Metode Interpersonal. Segenap komponen masyarakat Bali semestinya bekerjasama, bahu membahu, bagaimana agar potensi konflik yang laten tidak manifes. Lebih penting lagi, bagaimana memperkecil potensi konflik tersebut dengan berbagai tindakan preventif. Kalau semua dilepas, tanpa intervensi, mengikuti ‘hukum pasar bebas’, maka niscaya potensi konflik dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Kalau ini terjadi maka citra keamanan Bali yang sudah terpuruk akibat peledakkan bom di Kuta dan beberapa aksi kekerasan dalam kampanye Pemilu lalu akan semakin hilang.

Perdamaian tidak dapat diciptakan dengan kekerasan, karena kekerasan hanya mampu menabur dendam. Perdamaian hanya dapat diwujudkan jika setiap orang/ kelompok memiliki semangat toleransi. Kondisi ini dapat diwujudkan apabila kita mau dan mampu berintrospeksi diri, mawas diri dan melapangkan wawasan.
 Untuk upaya itu bisa dikembangkan dua konsep integrasi dari Pitana
 untuk menciptakan rasa aman dan damai yang merupakan conditio sin qua-non  bagi Bali. Pertama: konsep “perbedaan tetap dikembangkan tetapi bermuara pada kebersamaan, sebagaimana dicerminkan oleh model dan praktek padharman di Pura Besakih yang cross border; Kedua, konsep multiple identity  yang disertai pelaksanaan sesana manut linggih dan linggih manut sesana.

Selanjutnya juga dapat dikembangkan sikap toleransi dan upaya mengeliminasi konflik dengan merealisasikan paham ahimsa yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi.
 Ia sangat menyakini, ahimsa diperlukan untuk melindungi atma, dan kehormatan seseorang. Sikap ahimsa yang sejati, menurutnya adalah jika orang/ kelompok dapat mencintai tidak hanya sahabat atau kerabatnya, tetapi juga orang/ kelompok yang membencinya dan (bahkan) musuhnya. Dengan menggunakan sebuah metafora, Gandhi menyatakan bahwa hati yang teramat keras dan kebodohan yang paling hina, akan luluh jika disinari matahari penderitaan yang tidak mengandung rasa amarah atau dengki. Dalam ungkapan Swami Vivekananda juga dikatakan bahwa pengakuan kebutuhan-kebutuhan yang wajar dari perbedaan makhluk hidup sama artinya dengan pengakuan terhadap adanya kesatuan kehidupan
. Nilai ahimsa adalah faktor yang membawa keselarasan dan kesatuan di dalam dan di luar diri manusia. Ahimsa mengembangkan seluruh aspek kepribadian sehingga kehidupan manusia bisa mencapai nilai yang luhur

Penerapan berberapa konsep tersebut diharapkan akan membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa hakekat dari manusia hidup di dunia ini adalah bersaudara
. Ahimsa adalah ciri pengejawantahan masyarakat yang damai, masyarakat yang pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Perbedaan wujud dapat dipandang sebagai manifestasi rakhmat dan keagunganNya, karena dalam setiap perbedaan itu sesungguhnya ada satu sumber kehidupan yang sama (Bhinneka Tunggal Ika). 

Pada tataran praktis hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan dialog, forum, dharma santhi (silaturahmi) dan kegiatan-kegiatan sejenis diantara berbagai komponen masyarakat lintas parpol, sukubangsa, agama, etnik dan seterusnya, untuk meningkatkan kebersamaan, persaudaraan dan kesepahaman tanpa menonjolkan yang dimiliki. Segala upaya itu, sebaiknya tetap dilandasi oleh dua sikap utama yakni: 1) keterbukaan, keterusterangan atau transparansi yang dilandasi oleh kejujuran dan penghargaan satu sama lain, serta 2) konsensus atau kesepakatan yang dilandasi oleh saling pemahaman dan kehendak bersama
. Kedua sikap itu, setidaknya akan dapat menjamin perwujudan makna Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan serta kerukunan sehingga integrasi bangsa tetap dapat dipertahankan.

Kedua, Metode Personal. Pengembangan toleransi dimulai dari diri sendiri. Dalam ilmu pengetahuan modern, manusia dikelompokkan kedalam tiga kategori menurut pola tingkah laku, yaitu yang mementingkan lahiriah (extrovert), yang mementingkan diri sendiri (introvert) dan yang mempunyai kepribadian yang selaras (satwika). Jadi, dalam tingkatan satu sampai sepuluh, extrovet dan introvert menduduki masing-masing posisi satu dan sepuluh. Kedua-duanya tidak diinginkan dan dapat dianggap “terlarang” dalam kehidupan yang sehat. Hal yang menarik adalah para rohaniawan kuno di India telah mengemukakan pola tingkah laku ini dan menamakannya dengan  rajas (extrovert, sangat aktif, bernafsu, gairah, amarah), tamas (introvert, lesu, bodoh, malas) dan satwika (kepribadian yang seimbang)
.
Pengembangan  toleransi  terhadap  sesama  dengan  memelihara   ketenangan  jiwa 

dapat dikatakan suatu usaha menciptakan kepribadian yang satwika, yakni pikiran seimbang dalam menjalani kehidupan. Upaya pertama yang mesti dilakukan adalah pengendalian pikiran, ketidakterikatan, sadar akan diri sendiri, melihat diri sendiri dari orang lain dengan seimbang serta tidak terlalu terikat pada orang, benda, situasi dan jabatan. Ketidakterikatan adalah salah satu teknik untuk mengembangkan kedamaian batin. Cara kedua adalah mengusahakan toleransi dan kebahagiaan untuk orang lain (bukan semata-mata untuk diri sendiri), dengan begitu toleransi dan kebahagiaan akan datang juga pada kita dengan sendirinya. Ungkapan bijak  menyatakan, “Apa yang kita tanam itulah yang kita petik”. Apabila kita menanam toleransi dan kebahagiaan dalam hati dan pikiran orang lain, maka kita akan menuai kedamaian dan kebahagiaan pula dalam jumlah yang tiada terbatas.

Tingkat wiweka (kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah, nyata dan idak nyata, kekal dan sementara, antara diri sejati dan yang bukan diri sejati)
 adalah sangat penting dalam perjuangan untuk mencapai idealisme kehidupan yang dicita-citakan. Penguatan toleransi  yang berlandaskan pada wiweka hanya dapat timbul dari pengalaman dan penghayatan idealisme kehidupan yang sesungguhnya.

Dalam tataran praktis, tumbuh-kembangnya toleransi dalam diri manusia tidaklah datang dengan seketika, tetapi cenderung mengikuti sebuah kronologis dan pola tertentu. Sanjeev Chaudhry
 mengatakan bahwa unsur pokok atau puncak toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan adalah rasa cinta kasih. Ia menyatakan, cinta kasih sebagai pikiran berwujud kebenaran. Cinta kasih dalam perbuatan berbentuk kebajikan. Cinta kasih sebagai pengertian berupa pantang kekerasan. Dan, cinta kasih sebagai perasaan akan menciptakan kedamaian. 

Dengan begitu, cinta kasih merupakan inti dan saripati toleransi antar sesama, benang yang mengikat keempat pilar penyangga kehidupan, yakni kebenaran, kebajikan, kedamaian dan pantang kekerasan. Bila cinta kasih sudah bersemi, toleransi dan yang lainnya, niscaya akan berkembang dan mekar dengan sendirinya.

C. PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Keberadaan masyarakat multikultural di Bali tidak selamanya kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi, karena dalam kondisi masyarakat demikian biasanya disertai dengan tingkat pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosial yang relatif tinggi.

2.
Beberapa potensi konflik yang bukan saja laten tapi sudah manifes secara empirik di Bali antara lain: konflik antar etnis khususnya etnis Bali dengan non-Bali; konflik antar-kelas yang berlatar belakang ekonomi;  konflik antar kelompok homo-aequalis dan homo-hierarchicus; konflik antara Hindu tradisional-ritualistik dengan Hindu modern-humanistik; konflik antar banjar dan antar desa pakraman; serta konflik antar kabupaten/kota, yang sempat mencuat terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 hingga Oktober 2004 lalu. 
3.   Berbagai ancaman potensi konflik demikian semakin menyadarkan kita bahwa upaya untuk lebih mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat multikultural adalah merupakan sebuah keniscayaan. 
4.   Ada dua metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengupayakan tumbuhnya toleransi dalam masyarakat multikultural. Pertama, Metode Interpersonal, yakni dengan mengajak segenap komponen masyarakat Bali untuk bekerjasama, bahu-membahu agar potensi konflik yang laten tidak manifes. Kedua, Metode Personal, yakni: peningkatan toleransi yang dimulai dari diri sendiri melalui usaha menciptakan kepribadian yang satwika atau seimbang serta mengembangkan kesadaran diri. Dengan kedua metode pendekatan itu diharapkan mampu mengembalikan pondasi kehidupan masyarakat Bali yang berlandaskan kebudayaan serta dijiwai filsafat hidup tat twam asi. 

3.2. Saran-saran

1. Perlu upaya dialog berkelanjutan secara vertikal dan horisontal bagi berbagai kelompok lintas adat, parpol, etnik, agama yang rawan konflik.

2. Melakukan kegiatan aksi bersama yang berorientasi pada peningkatan persaudaraan dan ikatan bersama.

3. Mengoptimalkan keadilan, pemerataan dan memantapkan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan toleransi antar sesama dengan menghilangkan ancaman terhadap 

psiko-sosio-kultural masyarakat Bali.
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� Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unwar dan Mahasiswa Kajian Budaya Unud


� Dalam lingkup nasional dan lokal, bangsa kita memang belum sembuh dari tahun-tahun kekerasan. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk tindakan kriminal, unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan, bentrok antar warga/ massa parpol, bom dan terorisme, serta penyelesaian dengan cara militer bagi kasus Aceh, Poso, Ambon dan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan cara-cara kekerasan juga tidak sulit ditemui dan sudah merupakan fenomena ‘biasa’.


� Pranata sosial adalah himpunan norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.Wujud konkritnya adalah asosiasi (association) dan fungsinya adalah memberi pedoman prilaku hidup bermasyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan memberikan pegangan dalam pengendalian sosial (social control)


� Yudha Triguna, Hindu dan Modernitas, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia, 6 Sep-2002


� Legitimasi adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral atau keabsahan tersebut. Lihat Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1986 hal. 1-21 atau Bertrand Russel, Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru, Yayasan Obor Indonesia, 1988 hal. 109-119.


� Banyak yang menilai peristiwa kelam ini dan berbagai peristiwa kekerasan berikutnya menyiratkan adanya kesenjangan antara teks-teks susastra dan agama dengan konteks di Bali semakin melebar dan meluas dari generasi ke generasi (SARAD No. 44 Desember 2003). Bahkan, ada yang mengindikasikan fenomena ini sebagai wujud peningkatan fasisme gaya Bali (Raditya edisi 78 Januari 2004) yang hendak disirnakan dengan konsepsi Ajeg Bali yang merupakan cara manusia Bali mengemas dirinya agar Bali tetap lestari dan bertahan dari hegemoni luar yang terus menggerus Bali. Namun wacana Ajeg Bali juga ungkapan ekspresif masyarakat Bali yang sakit hati melihat sawah mereka diubah menjadi lapangan golf, menyaksikan kue pariwisata hanya dinikmati segelintir orang. Lihat artikel Degung Santi Karma dalam KOMPAS 7 Desember 2003.


� Kedudukan dan fungsi pecalang sebagai alat keamanan tradisional menjadi sedikit ‘terangkat’ seiring keterlibatannya dalam pengamanan penyelenggaraan Kongres Nasional PDI Perjuangan di Bali menjelang Pemilu 1999 lalu. Sekarang banyak yang menilai bahwa kedudukan dan fungsi pecalang sudah melampaui batas-batas kegiatan adat, sehingga menjadi tumpang tindih dengan bidang tugas aparat kepolisian. Lihat dalam I Gede Janamijaya, I Nyoman Wiratmaja, I Wayan Gede Suacana (ed), Eksistensi Desa Pakraman di Bali, Yayasan Tri Hita Karana Bali, Denpasar, 2003.


� Masih perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, dikoordinasikan antar aparat pelaksana di lapangan, serta dibutuhkan pengawasan agar tidak menjadi kontra produktif karena sangat sensitif dan rentan bagi praktek partikularisme.
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